BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Keluarga adalah salah satu institusi terkecil di masyarakat dan merupakan lembaga sosial yang ideal untuk mengembangkan kelebihan dan kemampuan setiap orang. Namun, keluarga sering kali menjadi tempat penderitaan dan kesengsaraan muncul.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Rumah tangga ialah bagian paling sederhana pada kehidupan sosial yang tercipta sebab terdapatnya hubungan pernikahan yang meliputi suami, istri, serta buah hati.

 
Rumah tangga yaitu salah satu pelaku ekonomi yang menggunakan, memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap rumah tangga memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda.
 Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagian dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai. Namun tak sedikit di dalam rumah tangga mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut bukan hal yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c menyatakan:
“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga dibebani untuk menanggung;
a. Nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan hanya membebankan nafkah dan penghidupan kepada suami. Namun, Undang-undang Perkawinan tidak memberikan sanksi pada suami apabila suami tidak menjalankan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas. Walaupun demikian, Undang-undang Perkawinan memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya.


Kekerasan, menurut Mansour Fakih, adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.
 Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.


Sudah ditegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga. Tindakan Penelantaran juga merupakan tindakan menelantarkan isteri dan anak yang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKRDT): 

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt, merupakan contoh kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Heri Sanjaya Alias Heri menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku, bahwa Heri Sanjaya Alias Heri, wajib memberikan kehidupan baik Lahiriah maupun Batiniah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memberikan amar putusan sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.”


Penelantaran rumah tangga memang bukan lagi merupakan hal yang baru ditengah masyarakat terlebih lagi kasus penelantaran dalam rumah tangga sudah kerap sekali terdengar di masyarakat atau di media sosial. Namun hukum yang diberikan pada pelaku penelantaran orang dalam rumah tangga sering sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan salah satunya adalah kasus Heri Sanjaya, pelaku penelantaran istri dan anaknya di Tebing Tinggi. Ia di vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan Penunut Umum,  padahal atas perbuatan yang dilakukanya telah menimbulkan penderitaan bagi istri dan anaknya baik fisik maupun psikis.” 

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Yurisis Tentang Tindak Pidana Dalam Penelantaran Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt).
B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?
C. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :
a) Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana dan diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan, khususnya tentang penelantaran dalam rumah tangga.

b) Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dituju sebagai acuan bagi penambahan pandangan dan wawasan penulis tentang memahami dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga pada putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt.
� 	Juliana Ibnu Mubarok, Kamus Istilah Ekonomi, Yrama Widya, Bandung, 2012, h. 232.


� 	Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Cet. I , Yogyakarta, 1996, h. 17
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